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Pengelolaan hutan secara lestari telah mempakan tekad luta semua, 
karena kita menyadari akan peranan dari hutan dan kehutanm terhadap 
kehidupan dan kesejabteraan rakyat hdonesia telah kita rasakan, khususnya 
&lam bentuk penyedim lapangan ke j a ,  p e m b m g u m  daerab serta pemasukan 
devlsa. Pengelolaan hutan secara lestari memerlukan prasyarat antara lain 
adanya peraturan pengelolaan, sistem silvihltur, sumberdaya manusia yang 
cukup berupa tenaga terdidik dan terlatih untuk setiap jenis kegiatan serta 
insentif ekonomi berupa harga yang pantas dari produk kayu yang dihasilkan. 

Peraturan pemndangan berupa UUD'45, GBIIN, UUPK No. 511967, 
serta berbagai undmg-undang, peraturan-peraturan dan keputusan telah cukup 
banyak sebagai pegangan bagi pemerintah, swasta maupun pihak-pihak lain 
yang terkait. Sistem silvikultur TPTI yang terns diterapkan serta berbagai 
ketentuan dan pedoman pelaksanaan teknis, telah diterapkan di berbagai areal 
HPH yang diyakini bila dilaksanakan dengan baik dan benar akan melestarikan 
hutan produksi. 

Adanya 8 Perguruan Tinggi Negeri dan beberapa Perguruan Tinggi 
Swasta yang mempunyai program kehutanan telah dapat menghasilkan cukup 
banyak lulusan yang bekerja di Perusahaan HPH, baik Sarjana, Magister 
rnaupun tenaga teknis (Diploma). 

Pelaksanaan pengeiolaan hutan secara Iestari memerlukan dana yang 
besar, sehingga harga jual produk kayu perlu dipertahankan pada suatu level 
tertentu agar dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari 
tersebut. 

Kondisi yang mendukung untuk pelaksanaan pengelolaan hutan secara 
lestari perlu ditingkatkan dengan partisipasi aktif dan positif dari semua pihak 
terkait agar hutan lestari dapat tenvujud. 

Pengelolaan Hutan Lestari 

Banyak definisi mengenai (PML) atau lebih dengan istilah Sustainable 
Forest Managemerzt (SFM) yang dikeluarkan oleh berbagai badan. ITTO 



rnendefiruslkan PH[L sebagai benkut : PHL adalah proses pengelolaan lahan 
hutan untuk mencapaz satu atau iebih iujuan pengelolaan yang secara jelas 
ditetapkan yang menyanght .produksi berkesinam n dari hasil hutan 
yang diinginkan dan jasa ranpa dampk yang fidak h n .  baik terhadap 
lingkungan m q u n  sosial, atau pengurangan n terhndung di 
dalamnya dan potensinya pada masa menAtang. 

lTT0 menganggap b h a  d e h s i  operasional rnengenai 
mur-umur k&t : 

an berupa Kayu dan hai l  hutan lainnya serta 

biodiversitas yang tinggi dalm konteks perenca- 
if ymg mencakup jaringan kerja kawasan 

lindung dan kawasan komervasi. 
3. Menjaga stabilitas b g s i  dan ekosistem hutan dengan penekanm pa& 

perne prcad&vitas tempat W b u h  ( s k  pradudivity), menjaga 
s u d  dan unsur biodiversia hutan yang digerlukarn untuk 
regenerasi dan p a e l h a a n  hutan. 

4. MeniPlgkatkan darnpak positif pada areal di sekitar dan sekaligus rnengmbil 

5. Proses untuk me enyelesaikan 

Keputusan PemeImtah rnenetapkan 30 juta hektar sebagai Hutan 
Lindung dan 15 hektar sebagai Hutan Konservasi diharapkan dapat 
mengakomodir fungsi biodiversitas Serb fungsi-fungsi konservasi lainnya secara 
utuln. 

Dari uraian terwulu k t e n a  pengelolaan hutan produksi lestari dapat 
nja$i iuna aspek utama, yaitu : 

an kawasan 
2. Kelangsungan produksi 
3.  Konservasi flora dan fauna serta tingkat h p a k  linghngan yang dapat 

4. sosial ekonorni dan partisipasi dengan rnasyarakat 
5. Kelembagaan 

Kepastian dan kernanan kawasm 

Kita sernua tentu sependapat bahwa syarat utama suatu hutan agar 
lestari adalah kernantapan kawasan. Untuk hutan produksi yang dikelola oleh 
pernegang HPH tentu pe a-tama per!u a h y a  §I( IKFPH. Selanjutnya areal 



IIPH tersebut hams ditata batas dan dikuh&an agar secara h&m jelas batas- 
batasnya dm diharapkan dihomati oleh semua pihak. 

Kepastian dan keam sumber juga mensyaratkan adanya penataan 
areal yang baik dan benar untuk pembuatan rencana mencakup 
rencana karya jangka panJang (RKPH), jangka meneng dan jangka 
pendek (MT) . 

Dengan adanya rencana karya yang baik maka kelestanm produksi 
dapat lebih terjamin, kar eal tebangan tahun sepanjang siklus diketahui 
dengan jelas. Untuk pen areal, pembuatan tata batas serta pembuatan 
rencana karya dibutufian adanya foto udara dan atau citra satelit atau radar 
yang up to date. 

Kelangsungan produksi kayu dari suatu WII untuk siklus I, sangat 
ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalarn rnembuat p areal yang baik 
yang dituangkan dalam RKPH, melalui inventarisasi dan iran foto udara 
sangat diperlukan agar realisasi Jatah Produksi Tahunan (JPT) tidak terlalu 
berbeda dengan perkiraan produksi dalarn M P H .  

Untuk penebangan pada siklus kedua dan selanjutnya, kelangsungm 
produksi ditentukan oleh : 
a. Gara penebangan dan penyaradm 
b. PVVII 
c. Invenbrisasi tegakan tinggal 
d. Penanman dan pemeliharaan tegakan tinggaI 

Penebangan yang benar &an mengurangi kerusakan pada tegakan 
tinggal. Volume harapan untuk tebangan siklus selanjutnya dapat mendekati 
volume yang diperkirakm. Unmk itu penetapan arah rebah 
K S ~  rnaupun pada saat penebangan sangat diperlukan. Pe 
penebangan terlatih dan berpengalaman sangat diperlukan 01 

. . Penyaradan dengan bulldozer yang saat ini b 
HPH sangat berperan terhadap kemsakan tanah d m  tegak 
jalan sarad dan penggunaan alat yang tepat serta op 
benpengalaman sangat diperlukan agar kerusakan dapat 

Pencegahan erosi dan pen perkayaan mempakan usaha penting 
&lam menjaga kesuburan tanah sejauh mungkin m e w e d a n k a n  
komposisi tegakan baik dari segi jenis maupun kelas &meter. 
tanah kosong baik yang terjadi akibat pembalakan (TPN, kiri 
maupun oleh sebab lain (alam atau kegiatan pihak lain) mempakan usaha lain 
yang diperlkan dalam mempedankan kelangsungan produksi. 

Produksi hasil hutan non kayu perlu diketahui agar pern Ya 
ba& oleh masyarakat sekitar hutan maupun oleh pemsahaan dapat direncma- 



kan. Untuk itu inventarisasi hasiI hutan non kayu perlu dilaksanakan bers 
dengan ITSP. 

Penenban JPT sehrusnya d i l a k u h  berdasarkan pertumb 
produksi lestari benar-benar tercapai. Untuk itu penetapan, pernb 
pengukuran Petak U h r  Permanen perlu dil secara baik dan benar. 

Koraservasi flora dan fauna serta aspek Imgkungm 

Pengelolm hutan produksi secara lestari memyaratkan adanya usaha 
unbk menjaga kelestarian flora dan fauna. lndonesia telah mengalokasikan 
cukup luas Total fioteded Area (TPA) bempa Hutan Lindung dan Hutan 
Konservasi. International Tropical T i h e r  Organizatr'm @%TO) telah 
mengeluarkan Guidelines yang cMam salah satu alasan perlunya keglam 
konservasi BiologzcaI Diversity dari Hutan Produksl adalah ke 
banyak negara total luas TPA-nya tidak melebfi 4 - 8 persen. Wa'aupun baik 
cialam luas (49 juta jha) m u p u  persentase rt 25,5%, luas TPA yang telah 
diteQpkan jauh di atas TPA di negara lain, pengusahaan hutan prduksi tetap 
hams mernperhath aspek ke1estar;an dan bidversitas. 

Kegiatan tersebut antara lain berupa adanya areal penyediaan plasma 
nutfah, zone penyangga antara hutan prduksi dengan hutan lindung atau hutan 
konservasi, inventarisasi flora dan fauna yang diliqdungi, serta usaha-usaha 
pencegahan perbuman binatang yang dilindungi, pencegahan, penebangan pohon 
yang dilindungi, pencegahm kebakaran serta kerusakan vegetasi, kerusakan 
tanah serta perlindungm s 

" 

mara air, pantai atau tepi danzu dan areal 
perlindugan lain. Untuk a Rencana Pengelolaan Lingkungan ( W U )  
d m  Rencana Pernantaum Lingkungan (RPL) s e a  adanya o r g ~ s a s i  d m  
anggaran untuk pelaksanm sesual AMDAE rnerupakan persyaratan. 

Manfaat ekonomi dan partisipasi masyarakat 

Agar hutan produksi dapat dikelola secara lestari, ada beberapa aspek 
yang menymgkut sumberdaya rnanusia yang perlu diperhatikan, antara lain : 
profesionalisme tenaga kerja; kesejahteraan karyawan; kesempatan kerja dan 
kesernpatan berusaha dari anggota rnasyarakat yang tinggal di dalam dan di 
sehtar hutan; hak tradisional rnasyarakat dalarn pemanfaatan hasil hutan non 
kayu serta kegiatan spirituil; pendidikan dan kesehatan mggota rnasyarakat di 
dalam dan di sekitar hutan; bantuan-bantuan, balk berupa bimbingan, penyuluh- 
an maupun berupa material agar kehidupan dan kernandirian anggota rnasyara- 
kat yang tinggal di daiam dan di sekitar hutan dapat ditingkatkan. 



Berbagai ketentuan dari Departemen Keh 
organisasi pe rusaha  ZIPH (APKI) serta tersedimya cukup banyak tenaga 
profesiomi telah s e a m  nyata aneperbaiki dm melengkapi sistem kelembeaajn 
dari perushaan I.IPH. Usaha pemenuhan tenaga teknis menengah mas& perlu 
dipacu agar aspek kelembagaan &pat mendukung pelaksanaan pengelolaan 
hutan secara lestari. 

Agar usaha pengelolaan hutan secara lestari sleh perus Pem%mg 
PIPH &pat dilakukan secara benar dan terarab perlu adanya ~ t e 6 a  dan 
indikator keberhasilan untuk setiap kegiakm. Kniteria d m  indikator ini juga 

ar s e m a  pihak yang 
pengelolaan h u m  I 
an kriteria dan indikator ymg 
ria dan indikator c k i  suam hutan y 
lam hutan secara lestari. Bagi perus 

a-usaha ke arah p 
in&ator tersebut &pat digu 
s w i n g  acuan-acuan lain berupa ketentum-ket 

Dari uraian di atas dapat a bias baik terhadap 
definisi kelestarian hutan tersebut rnaupun te 
akm dgunakan untuk m 
rhbawan tentu hta mey 
sernua ketentuan pengelslam 
Kehutanm, maupun Asosiasi Pengusaha WPH (APHI), maka hutan tersebut 
&an llestan. Kriteria dan indikator PI% yang &asilkan oleh Tim AIPUCI yang 
terdm darl - b a r n  Senior serta 
narasumber dari . Departemen K PW 
terkait lain, diharapkan &pat rnengurangi bias tersebut. 

Bias penilaian akm sangat tergantung pa& kriteria d m  hdikator yang 
digunakan serta pelaksana penilaiannya. Untuk itu tim asessor seharusnya 
berint&m rhbawan Indonesia sehkgga bias yang disebabkan oleh visi yang 
berbeda @at dihinhri. 

Usaha d m  kegiatan dari Tim Pembina IIPW-APIII, diarhkan m h k  
membantu pe PH agar dapat mengelola areal IIPH secara lestari. 
Banturn dan dari aparat Depademen Kehutanan, baik di pusat 
maupun daerah, serta Perguruan Tinggi sangat h r a p k a n  secara berkesinam- 
bungan sehingga usaha-usaha perusaham W M  dapat terlaksana. 



Adanya Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI) yang diphpin Prof. 
Emil Salim diharapkan da proses asesrnen PNL, dengan bias 
yang minimal. Untuk itu kalangan rirnbawan 

roduk basil hutan 

cycle anabsis) telrsh dapat diseles 
terka~t. di negara produsen m u p m  konsumen 

Kesimpulan 

f Pengelolaan hutan s lestari telah meru tekad kita bersama, 
sehingga semua pihak terkait perlu meiaksan agar pengelolaan 
hutan lestari tersebut &pat terlaksana. 

2. Pengelolaan hutan le memiliki h i e r i a  dan mcfikator 
yang perlu disepekati daTl diyakini serta rnempunyajl 
Tim Pernbina NPH-MIII dengm banman dan 
Kehi;mm dan pihak xerkait 1 diharapkan menghasiW kritena dm 
indikator yang benar dan b d ,  dengan kata lain mempmyai bias minimal. 

3. Beranan Departemen d m  departemen terkait lain serta fakultas- 
jurusan kehuman sangat menenmican dalarn suksesnya pelaksanaan 
pengelsiaan h u m  lestari di peruskaan WH. 

4. Lembaga independen yang menilai (assesor) seharusnya berintikan 
rimbawah Indonesia, agar bias yang d i t i m b u h  perb visa dapat 

arkan. 


